
BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR: lp TAHUN

TENTANG

PEDOMAN PENGEI,OLAAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH (BLUD) UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKA.T

KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan pada
Pasal 98 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 tahun 2Ol8 tentang Badan
Layanan Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan maksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati
Konawe Selatan tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Pada Badan Layanan
lJmum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di

Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,

Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Mengingat

t

SALINAN
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia

tahur. 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ter:tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

kmbaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 tahun 2015 (L,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2O22 tentaag

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



.)

Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 45021,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan

l,ayanan Umum (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

kmbaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor

6523\;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan [.embaran Negara Nomor

63221;

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036), sebagaimana teiah diubah dengan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

t57);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

12131;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019

tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu

Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun

2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1335);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah

yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Nomor 3 Tahun 2O2l tentang Pokok-Pokok

Pengelola Keuangan Daerah (kmbaran Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);



5

18. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan

Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

l.ayanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Kabupaten

Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe

Selatan Tahun 2013 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH (BLUD) UPTD PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Derah yang memimpin pelaksanaan

unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom .

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.

4. Pemimpin BLUD UffD Puskesmas adalah Pemimpin BLUD Puskesmas

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas

adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya

kesehatan perorangan Lingkat pertama, dengan lebih mengutamakan

upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah ke{anya.

6. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang

selanjutnya disingkat BLUD UPID Puskesmas adalah sistem yang

diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
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keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah

pada umumnya.

7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang

selanjutnya disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaaa keuangan

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan

praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum

dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bupati ini sebagaimana pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah Kepala OPD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan berlindak sebagai

Bendahara Umum Daerah.

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUP adalah

PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan anggaran pada Dinas.

11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat

PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan pada Dinas.

12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan

mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja daerah

dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas.

13. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BLUD Puskesmas.

14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang

ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,

dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah

dalam rangka pelaksanaan APBD BLUD Puskesmas.



15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan

BLUD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode

anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi

ekuitas dana lancar dalam periode tahunan anggaran bersangkutan

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oelh BLUD

Puskesmas.

l7.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana

lancar untuk memperoleh barang danlatau jasa untuk keperluan

operasional BLUD Puskesmas.

18. Basis aktual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peistiwa itu
te{adi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar.

19. Rekening Kas BLUD Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan

uang BLUD Puskesmas yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan BLUD Puskesmas dan digunakan

untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD Puskesmas pada bank

yang ditetapkan.

20. Penerimaan BLUD Puskesmas adalah uang yang masuk ke Kas BLUD

Puskesmas.

21. Pengeluaran BLUD Puskesmas adalah uang yang keluar dari Kas

BLUD Puskesmas.

22. Investasi adalah suatu pengguna.ur aset untuk memperoleh manfaat

ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam

rangka memberikan atau melakukan pelayanan kepada masyarakat.
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BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(l) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adatah sebagai pedoman

BLUD Puskesmas dalam pengelolaan Investasi, kepada pihak lain guna

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah guna mengatur

pelaksanaan pinjaman dan investasi pada Puskesmas Kabupaten

Konawe Selatan pada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyaralat.

BAI} III

INVESTASI

Pasal 3

(l) BLUD UPID Puskesrnas dapat rnelakukan investasi untuk
rnernberikan rnanfaat bagi peningkatan pendapatan dan
peningkatan pelayanan kepada rnasyarakat serta tidak
rnerrgganggu likuiditas keuangan BLUD UPTD Puskesrnas
dengan tetap rnernperhatikan rencana pengeluaran.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
investasi jangka pendek.

Pasal 4

(l) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (21 merupakan investasi yang dapat segera

dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua

belas) bulan atau kurang.
(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas
jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi:
a deposito pada bankurnum dengan jangka waktu 3 (tiga)

sarnpai dengan 12 (dua belas) bulan dan/ atau
yang dapat diperpanjang sec€rra otomatis; dan
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b. surat berharga negarajangka pendek.

(4) Karakteristik investasi jangka pendek
dirnaksud pada ayat ( 1), rneliputi:
a- dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan;
b. ditujukan untuk rnanajernen kas; dan
c. instrLrrnen keuangan dengan risiko rendah.

sebagairnana

Pasal 5

(1) Hasil investasi j angka pendek sebagairnana dirnaksud
dalam Pasal 4 ayat (2), merupakan pendapatan BLUD dan
dipergunakan secara langsung untuk rnernbiayai
pengeluaran sesuai RBA.

(2) Investasi jangka pendek sebagairnana dirnaksud pada
ayat (1), dilaksanakan oleh Direktur sesuai wewenang dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAT} IV

PELAPORAN

Pasal 6

(l) Pejabat Ker-angan BLUD rnenyarnpaikan Laporan Bulanan
kepada Pernirnpin BLUD rnengenai realisasi penyerapan
dan pernbayaran kewajiban yang tirnbul akibat dari
investasi.

(2) Laporan Bulanan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

disarnpaikan oleh Pernirnpin BLUD kepada Bupati rnelalui
Dewan Pengawas BLUD.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(l) Pernirnpin BLUD rnelakukan rnonitoring dan evaluasi
terhadap laporan bulanan sebagairnana dirnaksud pada
Pasal 6 ayat (1) atas pengelolaan investasi.
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(2) Dalarn hal terdapat perrnasalahan atas laporan btrlanan
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), Pernirnpin BLUD
rnengarnbil langkah-langkah penyelesaian, terhadap
laporan bulanan sebagairnana dirnaksud pada Pasal 6 ayat
(2), Dewan Pengawas rnelakukan rnonitoring dan evaluasi
dalarn rangka rnernberikan penilaian terhadap kinerja
penilaian terhadap kinerja pengelolaan investasi.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Konawe Selatan.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

            Ttd.

ST.CHADIDJAH

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI KONAWE SELATAN

            Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 9 Januari 2023

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 18




